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I. PENDAHULUAN 

A. UMUM 

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan 
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan 
adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem 
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem 
prestasi kerja. Selanjutnya dalam Pasal 20 ditentukan bahwa untuk 
lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan 
dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi 
kerja.  

2. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 
tersebut, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan 
untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi 
petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka 
mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja 
Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 
penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier Pegawai Negeri 
Sipil, yang berkaitan dengan:  
a. Bidang Pekerjaan 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 
dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan 
kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan 
perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi. 

b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan 
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 
dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan 
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penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan 
kompetensi dan prestasi kerjanya. 

c. Bidang Pengembangan 
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 
dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan 
kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan 
dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam 
organisasi. 

d. Bidang Penghargaan 
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 
dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis 
prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan 
prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain. 

e. Bidang Disiplin 
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 
dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi 
peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS. 

3. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara 
sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja 
pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan 
disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai. 

4. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan 
sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk 
mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas 
kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang 
mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang 
jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.  

5. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin 
objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan 
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

6. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan 
prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 

7. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur sasaran 
kerja pegawai dan perilaku kerja. 
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B. TUJUAN 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, digunakan sebagai 
pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Penilai, dan pejabat lain  
yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil. 

C. PENGERTIAN 
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan.  

2. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara 
sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja 
pegawai dan perilaku kerja PNS. 

3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada 
suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan 
perilaku kerja. 

4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana 
kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 

5. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang 
merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan 
kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam 
kondisi tertentu. 

6. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan 
dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 

7. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap 
pelaksanaan tugas jabatan. 

8. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada 
hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada 
dalam SKP yang ditetapkan. 

9. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu 
gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, 
atau negara. 

10. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah 
rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2013, No.33 7

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan 
oleh instansi pemerintah. 

12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan 
ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain 
yang ditentukan. 

13. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau 
pejabat lain yang ditentukan. 

14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota   
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
PNS. 
  

II. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam     
1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang 
bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian 
prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: 

1. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen); dan 

2. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen). 

III. SASARAN KERJA PEGAWAI 
A. TATA CARA PENYUSUNAN SKP 

1. UMUM 
a. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam 

menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Jelas 

  Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. 
2) Dapat diukur 

 Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas 
dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-
lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak 
ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat 
memuaskan, dan lain-lain. 

3) Relevan 
 Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan 

masing-masing.  
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4) Dapat dicapai 
 Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan 

PNS. 
5) Memiliki target waktu   

Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. 
b. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai 

dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. 
Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan 
pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian 
tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur 
organisasi dan tata kerja (SOTK). Formulir SKP dibuat menurut 
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara ini.  

c. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat 
Penilai sebagai kontrak kerja.  

d. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat 
Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai 
dan bersifat final.  
Formulir SKP dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam 
Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 

e. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari.  
f. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka 

yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai 
dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah 
menduduki jabatan. 

g. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
disiplin PNS. 

2. UNSUR-UNSUR SKP 

a. Kegiatan Tugas Jabatan  
Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu 
pada Penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam 
rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan 
dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur. Dalam 
melaksanakan  kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan 
dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat 
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